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KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/173 /ITPROV/2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN I AUDIT KINERJA PADA SKPD

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang a. bahwa daiam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam

pengelolaan program dan kegiatan SKPD dlllngkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur sesual dengan tugas pokok dan fungsinya,

perlu dilakukan kegiatan Pemeriksaan / Audit Kinerja.

b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh

SKPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan

ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan/ audit

terhadap kinerja SKPD tersebut;

0. bahwa untuk mengefektlfkan pelaksanaan Pemeriksaan / Audit

Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil evaluasi yang

sesuai dengan tujuan dan standar pemeriksaa. audit, perlu

menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;



5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan

Keua.ngan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan

Keuangan Negera/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengeiolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan jasa Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentag Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Pengeiolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kalimantan Timur;

18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ProvinsI

Kalimantan Timur;

19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Keuangan Daerah;

20. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kalimantan Timur;

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Timur;

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 80 Tahun 2010 tentang

Pemberian Honorarium Kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur;

23. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN I AUDIT KINERJA PADA

SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR.

Kesatu

Kedua

Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan /

Audit Kinerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur.

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/AUDIT

0. BABA III : PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA

d. BAB IV : PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN / AUDIT KINERJA

e. BAB V : PENUTUP

Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kineija pada SKPD di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud

pada diktum kedua adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.



Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal: 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,

M. SA'DUDDIN. Ak.CA

Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001
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